
  

122 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia;Perspektif        
Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press. 

Ahmad Charris Zubair, 2020, Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan 
Manusia: Kajian Filsafat Ilmu, Yogyakarta: Lembaga Studi 
Filsafat Islam. 

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2019, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna 
Pasal 1233 sampai 1456 BW, Depok : Rajawali Pers. 

Bachrudin, et.al.  2019, Hukum Kenotariatan Membangun Sistem 
Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, Bandung: Refika Aditama. 

Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab 
Notaris, Yogyakarta: UII Press. 

A. Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum, Yogyakarta: Kanisius. 

H. S. Lumban Tobing, 1991, Pengaturan Jabatan Notaris, Jakarta : 
Erlangga. 

H. Salim HS, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, 
Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Yogyakarta: 
Rajawali Pers. 

______. 2018, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Sinar Grafika. 

Habib Adjie, 2007, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris, Surabaya: Refika Aditama. 

______. 2017, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris 
Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT Refika Aditama. 

Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, Penelitian Hukum:Pilihan Metode dan 
Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media. 

K. Bertens, 1997, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Mariam D. Badrulzaman, 1982, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Alumni. 

Munir Fuady, 2018, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, 
Depok: Raja Grafindo Persada. 



  

123 

Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim bagi 
Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus PT, 
Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Shidqi Noer Salsa, 2020, Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia dan 
Belanda, Jakarta: Prenadamedia. 

Shidharta, 2006, Moralitas Profesi Hukum,  Bandung: Refika Aditama. 

Supriadi, 2006, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, 
Jakarta: Sinar Grafika. 

Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993, Hukum 
Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta: Sinar Grafika. 

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia 
Dulu Sekarang Dan Masa Depan, Jakarta: Gramedia Pustaka. 

 

B. Perundang-Undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (Burgerlijk Wetboek) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor 40 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara 
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata 
Kerja Majelis Pengawas 

Kode Etik Notaris Tahun 2015 

 
C. Lain-Lain 

Tya Pancawati Hutagalung, Siti Malikhatun Badriyah, dan Irawati, 2021 
“Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank 
(Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik 
Notaris)”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.14 No.1, diakses 
pada tanggal 10 November 2022 pukul 15.45 WITA. 

Dodi Oktarino, 2012, Perjalanan Sejarah Pengawasan Notaris, diakses 
pada tanggal 4 April 2022 pukul 20.14 WITA. 

 

 



  

124 

D. Wawancara 

Muh. Haedar ( Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Palopo) 

Yushar (Pengurus Majelis Pengawas Daerah Kota Palopo) 

Parawansya (Notaris/PPAT Kota Palopo) 

Rista Siatta   (Staf Kredit Bank BNI) 

Wahyuni (Staf Notaris di Kab. Luwu Timur) 

 

  



  

125 

 

 

 


